
PEMERINT AH KABUP ATEN KAPUAS 

P ERAT RA DAERAH KA B P TE K PUA 
NOMOR : 4 TAI IUN 2003 

TE TANG 

PERUBAHA ATAS PERATURA DAERAH KABUPATEN K..\.P A' 
'OMOR 12 T. HU1 1998 TE. TA G PAJAI REKLAME 

DENG AN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

"~nimbang . a. bahwa dcngan berlakunya Undang -Undang omor 34 Tahun 2000 tcntang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia omor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Rcklamc perlu 
disesuaikan dan diubah; 

tengingat 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a pcrlu mcnctapkan 
dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas omor 12 Tahun I 998 tcntang Pajak 
Rcklame. 

1. Undang-Undang omor 27 Tahun 1959 tentang Pcmbcntukan Daerah 
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun I 959 Nornor 72, 
Tambahan Lembaran Negara omor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesa1an 
Sengketa Pajak (Lembaran egcra Tahun 1997 Nomor -l0 , Tambahan 
Lembaran Negara Norn or 3684 ); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PaJak Daerah dan RembJ~I 
Daerah (Lembaran Negara Tahun l 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebaga1mana tclah diubah dengan Undang-lJndang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. 
Tambahan Lembaran Negara omor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag1han Pajak dcngan 
ura.t Paksa (Lcmbaran Negara Tahun 1997 Nomor -l'.?., Tambahan 

Lcmbaran Negara Nomor 3686) scbaga1111ana telah diubah dcngan IJndang­
Undang Nomor 19 Tahun 2000 {Lcmbaran Negara Tahun 2000 omor 129, 
Tambahan Lembaran egara omor 3987); 

5. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran 
egara Tahun 1999 omor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

6. Undang-Undang' 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kcuangan Antara 
Pemcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); · 

7. Peraturan Pemcrintab Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lcmbaran egara Tahw1 200 l omor 118, Tambahan Lembaran cgara 

'omor J 138). 



DEW 

netapkan 

r. · ran Dacrah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1988 tentang 
Pen) 1dik Pcgawa1 Negeri Sipil di Lingl,mgan Pemcrintah Kabupatcn 
Kapuas. 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang PaJak 
Rcklame. 

Dc11gan Pcn,ctujuan 

PERWAI'ILA RAKYAT DAERAH KAil PATE ' KAPUA 

MEMUTUSKA 

PERATURA DAERAH KAB PATE KAP A TE:"ITA G 
PERUBAHA ATAS PERATURA DAERAU KAB PATE 

KAPlJA OMOR 12 TAUU 1998 TE TA G PAJAK REKL. ME. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang PaJak 
Reklame (Lembaran Daerah Kabupatcn Kapuas Nomor 4 Tahun 1999, 
Seri : A), diubah scbagai berikut · 

A. Pasal I huruf a, b, c, dan d berbunyi scbagai berikut · 

Pasal 1 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 
b. Pcmerintah Daerah adalah Kcpala Daerah beserta Perangkat Dacrah 

Otonom yang lain sebagai Sadan EksekutifDacrah, 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas yang selanJutnya disebut Bupati; 
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupatcn 

Kapuas; 

1:3. Pasal 2 berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 2 

(I) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyclcnggaraan 
reklamc; 

(2) Obyek Pajak adalah semua pcnyelcnggara rcldame. 

(3) Penyelenggaraan rcklamc sebagaimana <limaksud pada ayat (2) 
tcnnasuk antara lain : 

a. Reklame Papan/Billbord/Mcgatron adalah reklame yang 
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, 
libcrglass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang 
pada tern pat· yang discdiakan (berdi ri sendiri) atau dengan cara 
digantung atau ditempelkan pada bcnda lain; 

b. Reklame kain adalah rcklame yang diselenggarakan dcngan 
mcnggunakan bahan kam, plastik, knret, bagor atau bahan la111; 

c. Reklame melekat (stikcr) adalah eek.lame yang berbcntuk lcmbar 
lepas d1sclcnggarakan dcngau cara d1scbarkan, ditcmpelkan atau 
dipasang pada benda lain; 



d. Reklame selcbaran adalah rcklamc yang dise!ebarkan, diberikan 
atau dan diminta dcngan kctentuan untuk tidak ditcrnpelkan, untuk 
diletakkan pada tcmpat lain; 

c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang 
diselenggarakan dengan cara bcrjalan/bcrkcliling d1mana reklamc 
tcrsebut ditempelkan atau ditempatkan pada kcndaraan; 

f. Rcklarnc udara adalah reklamc yang diselenggarakan diudara 
dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis; 

g. Reklamc suara adalah rcklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara 
yang d1timbulkan dari atau olch pcrentaraan atau pesawat apapun; 

h. Reklame film / slide adalah rcklamc yang d1selcnggarakan dengan 
menggunakan klise berupa kaca atau film alau bahan-bahan lain 
yang seJenis dengan itu, sebagai alat yang diproycksikan dan atau 
diperagakan pada layar atau bcnda lain untuk dipancarkan mclalui 
pesawat telcvisi; 

1. Reklame peragaan adalah reklamc yang disclenggarakan dcngaa 
cara rnempcragakan suatu barang dcngan / atau tan1x1 diserta suara. 

C. Pasal 3, bcrbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal 3 

Dikecualikan dari obyek pajak scbagai bcrikut : 

a. Pcnyclenggaraan reklamc olch Pemcnntah Pusat dan Pcmcnntah 
Daerah; 

b. Pcnyclcnggaraan reklame melalu1 televisi, radio, warta hanan; 
c. Pengumuman yang diadakan untuk memcnuhi ketcntuan dalam 

perundang-undangan yang berlaku; 
d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin 

kesclamatan umum; 
c . Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan p..:mil han 

umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

f Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebaga1nya yang dipa5:1ng 
bcrkcnaan dcngan adanya konfrensi, konggrcs, ra;_)a pertemuan pana1 
atau organisasi-organisasi , usaha-usaha sosial dan lain-lain se111ata-ma1a 
tidak mencari keuntungan dcngan bat::1s waktu tcncntu . 

g. Rcklame yang ditempatkan pada suatu kcndaraan yang bcrasal dart 
daerah lam dan bcrada di daerah tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. 

D. Antara Pasal 4 dan 5 disisipkan BAB dan Pasal baru, sebagai berikut : 

BAB II A 
PERI JI 1 AN 

Pasa l -4A 

(I) Sctiap pcnyclenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin dari Bupati. 

(2) Tata cara dan persyaratan mcmperolch ijin diletapkan oleh Bupati. 



E. Pasal 6 bcrbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal 6 

Tanf pajak rcklame ditetapkan sebcsar 25 % (dua puluh lima per seratus). 

F . Pasal 13 dan berbunyi scbagai berikuL : 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima 
yang ditunJuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 
SK.PD, SK.PDKB. SK.PDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran paJak dilakukan ditempat lain yang ditun3uk 
hasil penerimaan pajak harus disctorkan ke Kas Dacrah sclambat­
lambatnya I x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

G. Antara Pasal 15 dan Pasal 16 disi s ipkan BAB dan Pasal baru scbaga1 
bcrikut : 

BAB HA 
T TA CARA PEMBUK A D 

Pasaf ISA 

P • L PORAN 

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan pelaksanaannya sesu.:ti dengan 
peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

H. Pasal 30 bcrbunyi sebagai bcrikut : 

Pasal 30 

( 1) Setiap orang atau badan yang mcnyelenggarakan reklamc tnnpa iJ in 
Bupati diancam pidana kurungan sclama-lamanya I (s:nu ) b ulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 750 .000,- (tuj uh ratu s l11na puluh 
rupiah). 

(2) Wajib pajak yang karcna ke a lpaannya tida k mcnyampaik ... n SPTPD 
atau mcngisi dengan tidak alau t1 d uk lcngk ap atau mclamp1rkan 
keterangan yang tidak benar schingga merugikan kcuangan daerah 
dapat dipidana kurungan pal ing lama I (satu) tahu n dan at.au d~n..! 
paling banyak 2 (dua ) kali jumlah pajak yang tcrutang. 

(3) Wajib pajak yang dengan scngaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak bcnar atau tidak lengkap atau melampirkan 
ketarangan yang tidak bcnar sehingga merugikan keuangan dacrah 
dapat dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 2 (dua) Lahun dan 
at_au denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 

l. Pasal 3 I berbunyi sebagai bcrikut : 

Pasal 31 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, (2) dan (3 ) t1dak 
d ituntu t setclah melampaui jangka waktu 10 (sepuJuh) tahun scj ak saal 
crutan,;n), ,, paJak a ta u berakh1mya rnasa paJak 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya sctiap orang dapat mcngctahuinya, mcmcrintahkan 
pengundangan Pcraturan Daerah ini dcngan pcncmpatannya dakim Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala kapuas 
Pada tanggal 9 Juni 2003. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

Cap dtt 

Ors. TOEKIYO.AA, MSc. 
Pembina Utama Muda 

ip. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI, 8. 

D1sahkan d1 Kuala Kapuas 
Pada tanggal 9 Juni 2003 

B U P /\ T l K A P U A S, 

Cap dtt 

UlilUI ANlJDIN ALI 




